KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 718/UN40.R5/KM.06.01/2026
TENTANG
PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
UNIT KEGIATAN STUDI KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Nomor
462/UN40.F11/KM.05.00/2026 tanggal 11 Maret 2026 hal Permohonan SK UKM Unit
Kegiatan Studi Kemasyarakatan (UKSK) UPI Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan
Rektor dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Rektor tentang Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Kegiatan Studi
Kemasyarakatan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6461);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman
Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas
Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas
Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas
Pendidikan Indonesia;

7. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di
Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas
Pendidikan Indonesia;

9. Keputusan Rektor Nomor 1627/UN40/KP.09.04/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIT
KEGIATAN STUDI KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026.

Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan
Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan Rektor ini.

Menugaskan pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk melaksanakan
tugas-tugas kepengurusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Kegiatan Studi Kemasyarakatan Universitas
Pendidikan Indonesia Tahun 2026, dan menaati peraturan perundang-undangan, peraturan
tentang kode etik mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia serta peraturan tentang disiplin
mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2
Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2026

An. REKTOR,

WAKIL REKTOR

BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN
BISNIS,

YUDI SUKMAYADI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 718/UN40.R5/KM.06.01/2026

TENTANG

PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA

UNIT KEGIATAN STUDI KEMASYARAKATAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA
UNIT KEGIATAN STUDI KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

Pengarah : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.

Pembina : Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd.

Pembimbing . Dr. Andika Permadi Putra, S.T., M.T.

Ketua Umum :  Muhammad Suyadi Badar (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) 2404870

Sekretaris Jendral :  Muhammad Affan Hanafi (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) 2500942

Bendahara :  Leviana Lita Soerojo (Pendidikan Sejarah) 2304570

Departemen Pendidikan dan Penalaran

Kepala Departemen : Alifa Nur Azmi (Bahasa dan Sastra Indonesia) 2505074

Staf Departemen : 1. Auny Syathina Ahmad (Pendidikan Sosiologi) 2507048
2. Syafiq Mugheny Aulawi (Pendidikan Sejarah) 2503822
3. Lasyarikalla (Ilmu Pendidikan Agama Islam) 2409831
4. Kevin Muhamad Pramudya (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) 2409551

Departemen Advokasi dan Pengabdian pada Masyarakat

Kepala Departemen : Indra Rawasita (Ilmu Keolahragaan) 2406362

Staf Departemen 1. Ahmad Hilmi Ash-Shodiq (Psikologi) 2501580
2. Hanifah Natsirllah Nur Azizah (Matematika) 2508930
3. Syahrul Fadhil Fajrilah (Pendidikan Sejarah) 2503599
4. Mohamad Fakhri Akbar (Ilmu Hukum) 2409002
5. Faizal El Litasyqo (Pendidikan Seni Rupa) 2406926
6. Miftahul Zamri (Pendidikan Bahasa Jepang) 2407038

Departemen Jaringan

Kepala Departemen : Muhammad Afif Khairuddin (Pendidikan Matematika) 2509191

Staf Departemen 1. Muhammad Ihsan Maulana (Biologi) 2512350
2. Salwa Allawiyah (Pendidikan Bahasa Jerman) 2508007
3. Irsyad Parlindungan (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia) 2404098
4. Rasid Fath Almukri (Pendidikan Seni Rupa) 2406532
5. Fathir Fath (Pendidikan Masyarakat) 2407388
6. Ridho Surya Ramadhan (Pendidikan Bahasa Jepang) 2400349

Biro Penelitian dan Pengembangan

Kepala Biro . Anggira Mutta Kalyani (Psikologi) 2503782

Staf Biro : 1. Elsa Felia Andhari (Teknik Kimia) 2505786
2. Muhammad Rumi Atha’illah Pohan (Pendidikan Bahasa dan Sastra 2504444

Indonesia

3. Anggia Mutiara Putri (Pendidikan Seni Rupa) 2400391

Biro Kesekretariatan

Kepala Biro :  Fatimah Raras Kusumadewi (Pendidikan Fisika) 2510541

Staf Biro : 1. Divana Amalia Fitriyana (Pendidikan Bahasa Korea) 2506736
2. Naufal Taqgie (Pendidikan Sejarah) 2309441
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Biro Media dan Propaganda

Kepala Biro :  Regisha Riady Putri (Pendidikan Masyarakat) 2407510
Staf Biro : 1. Hazwin Dzauza Fajri (Pendidikan Bahasa Jepang) 2505472
2. Fatikhatul Imtiyaz (Pendidikan Seni Rupa) 2508657
3. Nawra Olivia Jasmine (Psikologi) 2404306
An. REKTOR,
WAKIL REKTOR

BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, DAN BISNIS,

YUDI SUKMAYADI
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